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IKHTISAR EKSEKUTIF

i

       Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mempunyai tugas dan fungsi

membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan

manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam upaya

menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik dan perencanaan kinerja sesuai

dengan tugas dan fungsi yang diemban, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan berpedoman kepada

Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. 

Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

         Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

berisi tentang pencapaian terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada

dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, termasuk didalamnya membahas kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan, realisasi anggaran, analisis efisiensitas penggunaan

anggaran dan pengembangan sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan

prasarana.

Sasaran Strategis

         Rata-rata  capaian  keseluruhan  sasaran  kinerja  Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan yang telah diperjanjikan adalah sebesar 103,99% dan masuk dalam

kategori “Memuaskan” dengan rincian sebagai berikut:
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Sasaran Dukungan Manajemen

          Sepanjang Tahun 2023 alokasi anggaran yang terserap setelah peralihan adalah

sebesar Rp2.309.906.616,00 (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam

ribu enam ratus enam belas rupiah) atau sebesar 99,97%. Jika merujuk pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga terhadap perhitungan efisiensi level satuan

kerja/Eselon I didapatkan kesimpulan bahwasanya penggunaan anggaran Deputi

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan termasuk kedalam kategori “efisien” dengan

nilai efisiensitas sebesar 0.03%.
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        Adapun dari sisi keuangan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada

awal tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar

enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk mencapai 3 sasaran yang telah

diperjanjikan diatas. Namun, seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran

pada bulan September 2023, jumlah anggaran menjadi Rp2.310.616.000,00 (dua

milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). 

     Semua pencapaian diatas tidak terlepas dari upaya yang dilakukan di tahun 2023,

diantaranya:
meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai

kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum

semacamnya secara merata dan konsisten;

menjalin hubungan baik dengan seluruh mitra kerja; dan

memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar

secara berkala dan berkelanjutan.

a.

b.

c. 
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BAB I 
PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG         

Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

         Deputi Bidang Polhukam  dibentuk  melalui Peraturan  Presiden Nomor 55 Tahun

2020 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan lebih rinci terkait tugas dan fungsi

serta struktur organisasi eselon II (unit kerja pendukung) melalui Peraturan Sekretaris

Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

     Sejalan dengan maksud  tersebut, maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) sebagai bagian dari

Pemerintah Pusat telah menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan tersebut

didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.
         Dalam laporan ini menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun

2023 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian tujuan organisasi

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

     Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang Polhukam

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang

politik, hukum, dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Kabinet.

BAB I. PENDAHULUAN

       Dalam rangka  membangun  birokrasi yang  profesional  dan  bersih melayani,

pemerintah harus berpijak pada Good Governance yang di dalamnya terkandung nilai-

nilai yang penting seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap. Nilai-nilai lainnya

seperti transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik juga merupakan nilai-

nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja yang membuat pemerintah dapat lebih

efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

B. GAMBARAN UMUM DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

     Deputi Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu  Sekretaris  Kabinet

dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang

politik, hukum, dan keamanan.

     1. Tugas, dan Fungsi 

1
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pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program

pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di

bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan

Presiden;

penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan

terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;

penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

politik, hukum, dan keamanan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

a.

b.

c. 

d.

e.

f.

g.

      Struktur organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam

pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian

rekomendasi kebijakan, pelaksanaannya dibagi dalam pembidangan melalui

pendekatan sektoral, mirroring dengan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan

pemerintahan yaitu dalam lingkup bidang politik, hukum, dan keamanan. Pembagian

bidang tersebut bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola

manajemen kabinet berlangsung efektif. Struktur organisasi Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan terdiri dari: 

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

a. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;

b. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa; dan

c. Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah.

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

a. Bidang Hukum;

1.

2.

     2. Struktur Organisasi

        Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan

fungsi:

2
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Politik, hukum, dan Keamanan

3

b. Bidang Hak Asasi Manusia; dan

c. Bidang Aparatur Negara.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

a. Bidang Hubungan Bilateral;

b. Bidang Hubungan Regional; dan

c. Bidang Hubungan Multilateral.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

a. Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan;

b. Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa;

c. Bidang Komunikasi dan Informatika; dan

d. Bidang Fasilitasi Operasional.

3.

4.

     3. Dukungan Sumber Daya Manusia
      Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan

manajemen kabinet, sampai dengan bulan Desember 2023 Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 70

(tujuh puluh) orang yang terdiri dari 47 orang pejabat struktural (eselon I, II, III, dan

IV), 23 orang analis (yakni analis bidang hukum, analis bidang polhukam, analis

kinerja, analis data dan informasi, dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran). 
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Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga dibantu pegawai tidak tetap (PTT) yang

terdiri dari 5 orang pramubakti, 1 orang pramusaji, 2 orang pengemudi, dan 1 orang

tenaga kebersihan.

    Adapun komposisi pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam berdasarkan

pangkat/golongan, jabatan, pendidikan, dan jenis kelamin per tanggal 31 Desember

2023 adalah sebagaimana berikut:

Gambar 1.2 Komposisi SDM Kedeputian Bidang Politik, hukum, dan Keamanan

4

C. ASPEK STRATEGIS
       Aspek  strategis  merupakan  hal-hal  yang  sifatnya  strategis  yang  dapat

memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan

Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dengan tugasnya

memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil

Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek

strategis Deputi Bidang Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan

tugas tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas

dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui tugas dan

fungsinya, Deputi Bidang Polhukam merupakan unit organisasi yang berada dalam

posisi netral yang dituntut untuk dapat memberikan analisis, pandangan atau

pemikiran di bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dan berkualitas

tanpa ada intervensi dari manapun.
         Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan  tugas  pengelolaan  manajemen  kabinet

di   bidang   politik,   hukum,  dan    keamanan,  Deputi   Bidang   Polhukam    berperan 
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memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan

dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholder, terutama kebijakan dan program di

bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan dan menjadi prioritas perhatian

Presiden.
        Dalam  menjalankan  fungsi  manajemen  kabinet, Deputi  Bidang  Polhukam  

terlibat  aktif  dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam proses manajemen kabinet,

mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan

reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Deputi

Bidang Polhukam juga bertugas menangani isu-isu strategis terkait perumusan dan

permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dalam

negeri, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, hubungan internasional,

pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. 

           Deputi   Bidang   Politik, Hukum, dan Keamanan menyiapkan bahan yang  akan

dibahas  dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, menyiapkan alternatif kebijakan yang akan

diambil Presiden, selain itu juga memastikan bahwa arahan Presiden yang

disampaikan dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang

dihadiri Presiden telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait.
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          Selain hal tersebut di atas, Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas dan fungsi

yang cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan manajemen kabinet yakni

memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk

peraturan menteri/kepala lembaga yang mendapatkan persetujuan Presiden dan

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

mengalami hambatan. Dua fungsi tersebut sangat strategis sehingga dalam

pelaksanaannya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan kompeten

serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan terintegrasi.
      Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputi Bidang Polhukam memiliki

beberapa aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas

dan fungsi Deputi Bidang Polhukam diantaranya adalah:

     1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
       Aspek  strategis  yang  ditekankan  disini  mencakup upaya untuk  melakukan

pemberdayaan SDM (empowerment) pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang

Polhukam dengan mengajak berdiskusi, brainstorming, cara berpikir/menganalisis

yang benar, memberikan arahan atas substansi permasalahan yang perlu mendapat 
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perhatian, dan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan,

kursus, ataupun seminar/workshop yang ditawarkan. Pemberdayaan SDM ini

dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri pejabat/pegawai

di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi.

        Sumber Daya Manusia di Deputi Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  dari

sisi latar belakang pendidikan sudah cukup baik karena sekitar 49% merupakan

lulusan S3 dan S2 baik dari dalam dan luar negeri. Namun, dari sisi kuantitas belum

ideal karena saat ini masih terdapat Kepala Subbidang hanya didukung oleh 1 (satu)

orang analis dimana secara formasi seharusnya didukung oleh 2 (dua) orang analis.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut pimpinan di Deputi Bidang Polhukam terus

mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 dan S2 serta

mengambil kegiatan self development yang terbuka dan berguna bagi peningkatan

kemampuan menganalisis, selain diklat-diklat yang ditawarkan oleh Sekretariat

Kabinet.
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     2. Aspek Keuangan/Anggaran

       Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan

alokasi kebutuhan anggaran Deputi Bidang Polhukam guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini

mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk

mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan kajian,

analisis, dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan

manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

      Penggunaan   anggaran  dibuat  seefisien  dan  seefektif  mungkin,  dengan  

anggaran yang ada diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang menjadi

perhatian/prioritas Presiden yakni monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan

Presiden dan keikutsertaan dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan di K/L

terkait. Di tahun 2023 Deputi Bidang Polhukam mendapatkan pagu anggaran

sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), seiring dengan

kebijakan penghematan anggaran, Deputi Bidang Polhukam mendapatkan

anggaran sebesar Rp2.310.616.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam

ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan

prioritas yang sudah direncanakan.
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     3. Aspek Tata Laksana

     Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur

kerja atau standard operating procedure (SOP) khususnya untuk mendukung tugas

dan fungsi utama Sekretariat Kabinet, dengan secara berkala melakukan evaluasi

atas prosedur kerja yang telah diterapkan dan dengan tetap mencari peluang bagi

peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang

Polhukam serta memberi masukan untuk membangun aplikasi berbasiskan

teknologi informasi.

       Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai

kegiatan sesuai tugas dan fungsi akan dipengaruhi oleh ekspektasi para pemangku

kepentingan. Peningkatan kualitas layanan prima dalam penyusunan rekomendasi

yang berkualitas (cepat, akurat, dan tepat) serta aman (zero mistake) tetap harus

menjadi tujuan utama organisasi.
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D. PERMASALAHAN UTAMA
     Meskipun memiliki posisi dan aspek strategis, Deputi Bidang Polhukam masih

memiliki permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan

pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang

Polhukam untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif

guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. 
       Sejalan  dengan  hal  tersebut,  selama  ini  yang  menjadi permasalahan utama

Deputi Bidang Polhukam terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

     1. Belum terpenuhinya kompetensi dan jumlah analis yang diharapkan
    Meningkatnya peran Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas

dukungan pengelolaan manajemen kabinet harus didukung oleh SDM yang memiliki

kompetensi andal. Namun, kondisi yang ada kompetensi SDM belum merata pada

masing-masing subbidang. Sebagai gambaran SDM yang dibutuhkan oleh Deputi

Bidang Polhukam saat ini adalah SDM yang memiliki kemampuan pemahaman

terkait ilmu hukum dan ilmu kebijakan publik (public policy) termasuk kemampuan

untuk menganalisis permasalahan kebijakan publik (public policy analyst).

       Dari  sisi  kuantitas SDM  yang  ada saat  ini belum sesuai  dengan  kondisi  

idealnya dimana setiap Kepala Subbidang perlu didukung oleh 2 (dua) orang analis

yakni Analis Hukum dan Analis Polhukam guna mendukung dalam penyiapan

rekomendasi yang berkualitas.
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     2. Masih lemahnya  networking,  sinergi,  koordinasi,  dan  kolaborasi  dengan 
kementerian/lembaga/instansi terkait

         Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya,  Deputi  Bidang  Politik,

Hukum, dan Keamanan harus menjalin networking dan koordinasi yang lebih intens

dan bersinergi serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Hal itu dimaksudkan

untuk mendapatkan masukan, pandangan, pendapat, harapan yang tepat dalam

mendukung tercapainya tujuan organisasi.

     3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi 
    Dengan adanya dinamika peningkatan peran Setkab dalam pengelolaan

manajemen kabinet, maka Deputi Bidang Polhukam juga dituntut untuk dapat

memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang menuju budaya kerja yang

berorientasi pada profesional, andal, dan berwibawa. Untuk itu, perlu didukung oleh

keberadaan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyiapan rekomendasi yang berkualitas.
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E. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
      Berangkat  dari  identifikasi  permasalahan  utama  (strategic issued)  tersebut  di

atas, selanjutnya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan

kinerja Deputi Bidang Polhukam diantaranya meliputi:
     1. Peningkatan kemampuan (competence) pejabat/pegawai 

     Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi

upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam yang dapat diatasi diantaranya

melalui diskusi-diskusi, penugasan khusus, dan menjelaskan substansi

permasalahan yang sedang ditangani secara simultan di waktu-waktu tertentu,

mengikutsertakan pejabat/ pegawai dalam setiap rapat-rapat koordinasi, mengikuti

pendidikan dan pelatihan serta self development, workshop, seminar, dan diskusi

terpumpum baik yang diselenggarakan internal Kedeputian Bidang Polhukam,

maupun unit kerja lain di Sekretariat Kabinet atau instansi terkait, menyusun buku

referensi sesuai bidang yang dikuasai, dan mendorong untuk menyusun artikel

yang ditayangkan dalam website setkab.go.id terkait dengan materi atau isu yang

berkembang sesuai dengan bidang yang dikuasainya.
     2. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi 

       Dalam  upaya  mewujudkan  kebijakan  dan  program  pemerintah  di  bidang  

politik, hukum, dan keamanan yang berkualitas tentunya diperlukan keterlibatan dan

peran  aktif  instansi  pemerintah,  pemangku  kepentingan,  dan   partisipasi   publik  
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     3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

seluas-luasnya, dengan tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah. Terkait hal tersebut, Deputi Bidang Polhukam telah

melakukan kunjungan secara berkala ke mitra kerja, dan mengundang pejabat

intansi terkait guna membangun sinergi dan kolaborasi serta koordinasi guna

mendukung kemudahan dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas.

           Memberi masukan dan mendorong agar Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sekretariat Kabinet dapat terus melakukan perbaikan sistem informasi dan

database yang sudah ada guna mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang

Polhukam pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya melalui

penyelenggaraan e-government

      Selain itu juga, Deputi Bidang Polhukam perlu menjalin koordinasi dan

komunikasi intensif dengan instansi terkait dalam pemanfaatan sistem informasi

yang mereka miliki agar dapat dimanfaatkan secara mudah dan cepat oleh

Seketariat Kabinet.
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA



A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023
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       Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam)

Sekretariat Kabinet dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik

telah menyusun perencanaan kinerja tahun 2023 dengan berpedoman pada dokumen

Rencana Strategis Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Setkab Tahun 2020 - 2024.
         Sebagaimana tercantum dalam perubahan rencana strategis Sekretariat Kabinet

tersebut, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Deputi Bidang Polhukam yang dapat

mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah:

SASARAN

“Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan yang berwibawa dan andal
guna mendukung Sekretariat Kabinet
dalam membantu Presiden dan Wakil
Presiden mewujudkan Indonesia maju

yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong

royong”

VISI MISI

“Mendukung Sekretariat Kabinet dalam
melaksanakan Misi Presiden dan Wakil

Presiden dengan memberikan
dukungan manajemen kabinet yang

berkualitas melalui pemberian
rekomendasi bidang politik, hukum, dan
keamanan yang cepat, tepat, dan aman
atas penyelenggaraan pemerintahan”

Terwujudnya rekomendasi kebijakan
yang berkualitas di bidang politik,
hukum, dan keamanan
Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang politik,
hukum, dan keamanan

TUJUAN

Peningkatan kualitas rekomendasi
kebijakan pemerintah di bidang
politik, hukum, dan keamanan
Peningkatan kualitas hasil
pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik,
hukum, dan keamanan

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Polhukam

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

B. RINGKASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
         Berdasarkan  saran  dan  masukan  hasil   evaluasi   atas   Akuntabilitas   Kinerja

Instansi  Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet Tahun 2021, Sekretariat Kabinet

melakukan perubahan IKU yang disahkan melalui  Perseskab Nomor 1 Tahun 2023

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet pada

tanggal 2 Januari 2023.
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       Ukuran  keberhasilan  Deputi  Bidang  Polhukam  dalam  mencapai  tujuan dan

sasaran strategis tersebut diatas dapat dilihat dari ketercapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang penjelasannya telah tertuang dalam dokumen IKU.



Sasaran 1: Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di

bidang politik, hukum, dan keamanan
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        Sasaran pertama dicapai melalui fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi

atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala

lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden, serta penyampaian

rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi

kebijakan, yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan

rekomendasi atas rencana kebijakan/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala

lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden. Sasaran ini diukur

pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yaitu:

     Hal tersebut sekaligus berdampak pada perubahan IKU di Kedeputian Bidang

Polhukam menjadi sebagai berikut: 

1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan

dan program pemerintah di bidang politik,

hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan

(Target 96%)

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan

menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan

persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan

keamanan yang ditindaklanjuti (Target 96%)

2

Gambar 2.2 Indikator Sasaran Pertama

1
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   Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui output

rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Rekomendasi yang

disiapkan oleh Deputi Bidang Polhukam bagi Sekretaris Kabinet yang disampaikan

kepada pemangku kepentingan yakni Presiden dan Menteri atau Kepala Lembaga

dapat berupa: 
rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi

pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;

rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden;

rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum;

a.

b.

c. 
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rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Presiden;

rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan; 

rekomendasi berdasarkan kajian akademik; dan

rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. 

d.

e.

f.

g.

       Rumusan  indikator  rekomendasi  atas   rencana   kebijakan    dan   program

pemerintah pada sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan

pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pemangku

kepentingan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bahwa suatu rekomendasi

telah dimanfaatkan yaitu:

rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala

Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi

dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya

suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat Sekretariat

Kabinet;

rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa

Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang

disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan tracing nomor

tanda terima serta disposisi atas memorandum Sekretaris Kabinet kepada

Presiden;

rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan

dan/atau program pemerintah dapat diindikasi dengan bukti seperti dokumen

undangan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau memorandum

notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat

Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;

rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan

atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet,

dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet;

dan/atau

rekomendasi yang tertuang dalam materi atau bahan sidang kabinet,

pemanfaatannya dapat dilihat salah satunya dari hasil sidang (risalah).

a.

b.

c.

d.

e.

     Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama  adalah

sebagai berikut:
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1

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan

program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang

dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan

program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang

disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga 

1
x   100%

      Indikator  kedua  mengukur  kinerja Deputi Bidang Polhukam dalam pengkajian

dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan

yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Kriteria yang digunakan untuk

menetapkan rekomendasi telah ditindaklanjuti yaitu:

1

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang

perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan

keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang

perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan

keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x   100%

   Ruang lingkup sasaran strategis kedua adalah penyelesaian masalah  atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,

pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah. Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis output, yaitu alternatif

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. 

       Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran pertama adalah sebagai

berikut:

rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau

dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga

disetujui oleh Presiden; dan/atau

rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga

berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

a.

b.

Sasaran 2: Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
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Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian

masalah atas pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah yang mengalami hambatan

di bidang politik, hukum, dan keamanan yang

ditindaklanjuti (Target 96%)

1

Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi,

dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah di bidang politik, hukum, dan

keamanan yang ditindaklanjuti (Target 96%)

2

Gambar 2.3 Indikator Sasaran Kedua

     Indikator   pertama  mengukur  kinerja   Deputi   Bidang  Polhukam dalam

penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang

politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan. Kriteria digunakan untuk

menetapkan rekomendasi telah ditindaklanjuti yaitu:

      Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator  

yaitu:
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       Rumus penghitungan pencapaian  indikator  kedua  sasaran  pertama  adalah

sebagai berikut:

alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan

sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan

rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang

direncanakan.

a.

b.

1

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh

Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan

yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

x   100%

        Indikator  kedua  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  Deputi  Bidang Polhukam

dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas

terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kriteria  yang   digunakan  

untuk  menetapkan   telah  ditindaklanjuti  yaitu  rekomendasi  di   dalam  laporan   hasil 



Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

      Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara

atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini

memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Pada

tahun 2023, Deputi Bidang Polhukam telah menetapkan perjanjian kinerja yang

memuat seluruh sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Deputi Bidang

Polhukam dengan penambahan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan program

dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” sebagai pendukung untuk tercapainya

sasaran dukungan manajemen yang ada dalam perjanjian kinerja Sekretaris Kabinet

yaitu terkait Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun sasaran tersebut diukur

menggunakan 3 (tiga) buah indikator yaitu:

Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan (Target A (87.40))1

Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reviu Inspektorat

(Target 33.97)

2

Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan (Target 90 %)
3

Gambar 2.4 Indikator Sasaran Ketiga
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pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (feedback)

atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka

mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

perlu diperbaiki.
      Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran  pertama  adalah

sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga 

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga

x   100%



96 Persen

33,97

96 Persen

96 Persen

96 Persen

Target

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di
bidang politik, hukum, dan
keamanan

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
politik, hukum, dan keamanan

Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

Sasaran Kinerja

Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang
dimanfaatkan

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang
ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan
di bidang politik, hukum, dan keamanan yang
ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang
ditindaklanjuti

Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

Indikator Kinerja Kegiatan

Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri
RB Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan hasil reviu Inspektorat

Persentase penyerapan anggaran pada
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

90 Persen

A (87,40)
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Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

          Pencapaian sasaran  kinerja organisasi  perlu  didukung  arah  kebijakan  dan

strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif, kegiatan

beserta anggarannya.

16

           Secara  keseluruhan,  sasaran,  indikator  dan   target  yang  diperjanjikan  oleh

Deputi Bidang Polhukam adalah sebagai berikut: 
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          Adapun   program   Deputi  Bidang  Politik,  Hukum,   dan   Keamanan   untuk

mencapain Sasaran strategis dibagi menjadi dua yakni Program Teknis dan Program

Generik. 

Program Teknis: Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil

Presiden

          Program teknis ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi,

dan sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam. Pada tahun 2023 anggaran terkait

penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Deputi Bidang

Polhukam adalah sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah),

namun seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran berubah menjadi

Rp2.294.418.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus

delapan belas ribu rupiah). Adapun anggaran tersebut digunakan untuk mencapai dua

kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 

KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI

Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan

Rp2.727.089.000 Rp1.467.792.000

Penyusunan Hasil Pengendalian
Penyelenggaraan Pemerintah di
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Rp1.672.911.000 Rp826.626.000

TOTAL Rp4.400.000.000 Rp2.294.418.000

Tabel 2.2 Pagu Anggaran pada Program Teknis
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

Program Generik: Dukungan Manajemen

          Program generik dukungan manajemen merupakan motor penggerak kinerja

Kedeputian Bidang Polhukam seperti pengelolaan perencanaan dan keuangan,

pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan penyelenggaraan layanan

fasilitasi operasional serta layanan tata usaha. Pada tahun 2023 anggaran terkait

dukungan manajeman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun

seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran berubah menjadi

Rp16.198.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh depalan ribu rupiah).

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk mencapai kegiatan:
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Tabel 2.3 Pagu Anggaran pada Program Generik
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI

Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi
Operasional dan Layanan Tata
Usaha

Rp200.000.000 Rp16.198.000

TOTAL Rp200.000.000 Rp16.198.000

         Dari target anggaran dan kegiatan yang telah dioptimalisasi dilaksanakan  oleh  

masing-masing unit kerja di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan

rincian sebagaimana tabel berikut:

URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Rp483.679.000

Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik,
hukum, dan keamanan
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan

Rp181.911.000

Rp301.768.000

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara

Rp455.711.000

Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik,
hukum, dan keamanan
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan

Rp278.638.000

Rp177.073.000

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Rp552.102.000

Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik,
hukum, dan keamanan
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan

Rp442.273.000

Rp109.829.000

Tabel 2.4 Rincian Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Unit Kerja 
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023
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URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi, dan Informatika

Rp819.124.000

Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik,
hukum, dan keamanan
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan
Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan
Layanan Tata Usaha

Rp564.970.000

Rp237.956.000

Rp16.198.000



BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

      Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi

capaian kinerja terhadap sasaran dan indikator yang telah di perjanjikan sebelumnya,

termasuk didalamnya membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, realisasi

anggaran, analisis efisiensitas penggunaan anggaran dan pengembangan sumber

daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana.
       Dalam menentukan interpretasi interval capaian kinerja, Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan menggunakan 5 (lima) indikator warna yaitu: 

Gambar 3.1 Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja

 100%
Memuaskan

85% - <100%
Sangat Baik

70% - <85%
Baik

55% - <70% 
Cukup

   55%
Kurang Baik

A. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023        
     Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023,

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki 3 (tiga) buah Sasaran Kinerja  

dengan 7 (tujuh) indikator untuk mengukur capaian kinerjanya.
         Dalam kurun waktu Januari  sampai dengan  Desember  2023,  Deputi  Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut secara umum dapat terlihat pada tangkapan layar dashboard

Aplikasi SIKT (https://sikt2.intranet) yang merupakan aplikasi monitoring kinerja di

lingkungan Sekretariat Kabinet seperti di bawah ini:
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Sasaran 1
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Gambar 3.2 Dashboard Capaian Kinerja pada Aplikasi SIKT

          Pada dashboard capaian kinerja diatas didapatkan bahwasanya capaian kinerja

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 adalah 103,99% dan masuk

dalam kategori “Memuaskan” karena total rata-rata keseluruhan indikator lebih dari

100. Adapun secara lebih rinci data tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut:
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         Sasaran 1 “Terwujudnya  rekomendasi  kebijakan  yang  berkualitas  di  bidang

politik, hukum, dan keamanan” diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu

“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang

politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan” dan “Persentase rekomendasi atas

rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala

lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan

keamanan yang ditindaklanjuti”. Berdasarkan capaian pada laporan rencana kinerja

bulanan dan aplikasi SIKT tahun 2023, Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan telah

menghasilkan 147 rekomendasi untuk indikator 1 dan 92 rekomendasi untuk indikator

2. Adapun rekomendasi tersebut dalam bentuk memorandum yang disampaikan

kepada Presiden dan/atau surat yang disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga.

Dari   total   239   rekomendasi   yang    dihasilkan    telah    seluruhnya   

dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh stakeholder. Jika dihitung berdasarkan formulasi

rumus pada masing-masing indikator yang telah dijabarkan pada Bab II didapatkan

realisasi capaian kinerja sebagai berikut:   



INDIKATOR OUTPUT OUTCOME REALISASI

Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang
dimanfaatkan 

147 147 100%

Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang
ditindaklanjuti 

92 92 100%

TOTAL 239 239 100%

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang
dimanfaatkan 

96% 100% 104.17%

Persentase rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan yang
ditindaklanjuti 

96% 100% 104.17%

Rata-rata Capaian Kinerja 104.17%
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     Berdasarkan realisasi yang dihasilkan setiap indikator pada sasaran 1 jika

dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2023 yaitu 96%

didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasasan 1
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

Tabel 3.1 Realisasi Sasaran 1
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023
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Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran 1
Tahun 2021 s.d 2023

       Jika dibandingkan dengan besaran persentase capaian kinerja pada tahun

sebelumnya, capaian Indikator pada sasaran 1 tahun 2023 tergambar menurun dari

tahun sebelumnya meskipun realisasi yang dilakukan mencapai 100%, hal ini

disebabkan oleh kenaikan target sebesar 3% dari tahun 2022 yaitu dari 93% menjadi

96%, sehingga mempengaruhi rumus perhitungan pembagi capaian kinerja. Adapun

secara kualitas rekomendasi yang dihasilkan tidak mengalami penurunan karena baik

pada tahun 2022 maupun tahun 2023 semua rekomendasi telah

dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh stakeholder.

         Sebagai  gambaran  pencapaian  indikator  kinerja  pada sasaran 1, berikut ini

beberapa rekomendasi yang dihasilkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

yang telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti stakeholder.

23



Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang

politik, hukum, dan keamanan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia pernah memberikan bantuan

penanggulangan bencana senilai USD 2 juta, dalam bentuk in kind berupa bantuan

logistik dan tim terpadu sebanyak 19 orang untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi

dan konstruksi pasca bencana topan Pam di Vanuatu.

Pemberian bantuan untuk penanggulangan bencana di Vanuatu merupakan upaya

Indonesia meningkatkan engagement di kawasan Pasifik, yang akan berkontribusi

terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Sebagai catatan, selama ini

Vanuatu aktif menyuarakan isu Papua di forum internasional seperti Sidang Majelis

Umum PBB. Namun demikian, pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September

2022, Vanuatu tidak lagi mengangkat isu Papua tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah

Asing/Lembaga Asing, Pemerintah Indonesia masih dapat memberikan bantuan

hibah di luar Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) yang telah ditetapkan

untuk tujuan kemanusiaan dan dapat dilaksanakan tanpa berpedoman kepada

kebijakan pemberian hibah. Sesuai dengan kedua Peraturan Pemerintah tersebut,

Menteri Luar Negeri mengusulkan pemberian hibah di luar DRPH kepada Komite

Pengarah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional untuk

mendapatkan persetujuan. Namun,  mempertimbangkan  pelaksanaan  pengiriman

a.

b.

c.
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Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan

Penanggulangan Bencana Cyclone Judy dan Kevin kepada Vanuatu

     Pemerintah Vanuatu menyampaikan permohonan bantuan penanggulangan

bencana Cyclone Judy dan Kevin yang melanda Vanuatu pada awal Maret 2023 lalu.

Pemerintah Vanuatu juga menyatakan keadaan darurat bencana selama 6 bulan.

Pemerintah Vanuatu secara spesifik mengharapkan adanya bantuan dalam bentuk

pendanaan, namun tidak menutup kemungkinan bantuan juga diberikan secara in kind

berupa barang-barang produksi Indonesia.

       Terhadap  situasi  tersebut,  Sekretariat Kabinet melalui Deputi Politik, Hukum,  

dan Keamanan memberikan saran pertimbangan kepada Presiden sebagai berikut:
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Penyampaian Bahan Rapat Internal Perihal Pemenuhan Anggaran

Pembangunan Sistem Pertahanan.
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bantuan kepada Vanuatu akan dilakukan lintas K/L, maka diperlukan persetujuan

Presiden RI untuk pemberian bantuan dimaksud.

          Sehubungan dengan hal-hal  tersebut,  Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan berpandangan kiranya permohonan bantuan penanggulangan bencana

Cyclone Judy dan Kevin oleh Pemerintah Vanuatu dapat dipertimbangan secara positif

untuk dipenuhi, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, Sekretaris

Kabinet menyampaikan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri melalui

surat Nomor: R.0049/Seskab/Polhukam/04/2023 tanggal 6 April 2023.

Gambar 3.4 Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyampaian Arahan Presiden RI terkait
Rencana Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana Cyclone Judy dan Kevin

kepada Vanuatu

       Pada Rapat Internal 29 Desember 2021, Menteri Pertahanan melapor kepada

Presiden bahwa kondisi Alutsista dan kesiapan tempur TNI berada di titik terendah,

dengan capaian pembangunan kekuatan pokok TNI tahap I (2010-2014) 54,9%, tahap

II (2015-2019) 63,1%, dan tahap III (2020-2024) sejauh ini 62,3%. Kondisi ini

menyulitkan TNI dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, di tengah

dinamika geopolitik yang semakin tidak dapat diprediksi. Merespon laporan Menteri

Pertahanan, Presiden telah memberikan arahan: 
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       Kementerian  Pertahanan  ingin  ketentuan RPerpres memungkinkan seluruh

kontrak pengadaan Alutsista sepanjang 2020-2044 dalam kerangka Sishanneg dapat

direalisasikan seluruhnya pada tahun 2020-2024, sementara Kementerian Keuangan

tidak menerima usulan dimaksud karena tidak sesuai kaidah akuntansi dan sistem

keuangan negara. Terhadap permasalahan dimaksud, Sekretariat Kabinet melalui

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan saran arahan Presiden

sebagai berikut: 

Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan melalui

RPerpres Sishanneg senilai USD 55,27 M agar diadakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kemampuan ruang fiskal tiap tahun (APBN);

Terkait pending matters yaitu usulan Menteri Pertahanan agar seluruh kontrak

pengadaan Alutsista sepanjang 2020-2044 dalam kerangka Sishanneg dapat

direalisasikan di depan pada tahun 2020-2024, Menteri Keuangan perlu

menegaskan apakah usulan tersebut dapat diterima atau ditolak;

Kementerian Pertahanan agar memastikan bahwa RPerpres Sishanneg ditujukan

hanya untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista dalam rangka pembangunan

kekuatan pokok TNI.

a.

b.

c.

Target utama pembangunan pertahanan adalah membentuk pertahanan yang

tangguh dan disegani. Karena itu, segera siapkan rencana strategis jangka

panjang (disepakati dalam bentuk RPerpres tentang Kebijakan Pemenuhan

Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara/RPerpres Sishanneg);

Substansi RPerpres Sishanneg diarahkan untuk menyelesaikan tahap III

pembangunan kekuatan pokok TNI;

Sumber pendanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, cari perluang

untuk mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan;

Perhatikan paparan Kementerian Keuangan terkait penetapan bluebook

pembangunan sistem pertahanan negara yang nilainya mencapai USD 55,27 M

hingga tahun 2034, dengan rincian bluebook 2020-2024 sebesar USD 20,75 M,

bluebook 2025-2030 sebesar USD 17,3 M, dan bluebook 2030-2034 sebesar USD

17,3 M. Siapkan perencanaan ketiga bluebook tersebut, termasuk pembiayaan per

lima tahun.

a.

b.

c.

d.
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Gambar 3.5 Surat Sekretaris Kabinet dan Bahan Risalah Rapat Internal tentang
Pemenuhan Anggaran Pembangunan Sistem Pertahanan

Persetujuan Presiden atas Permohonan Izin Pembukaan Moratorium

Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan
      Ketua Mahkamah Agung menyampaikan kepada Presiden permohonan izin

pembangunan 17 (tujuh belas) gedung kantor pengadilan. Terdapat 5 (lima)

pengadilan yang diusulkan dan telah melengkapi dokumen yang disyaratkan yaitu

asetnya telah masuk dalam RKBMN, analisis pembiayaan Kementerian PUPR, desain

gedung, dan foto kondisi kantor serta lahan. Permohonan tersebut diajukan karena

kondisi fasilitas gedung kantor pengadilan yang ada sudah tidak dapat mendukung

pelayanan publik secara memadai. Selain itu, letak dan akses menuju kantor

pengadilan dimaksud terbatas, sehingga akses masyarakat juga terbatas.
         Sekretariat Kabinet mencatat bahwa Ketua Mahkamah Agung telah 3 (tiga) kali

menyampaikan permohonan pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-19

Jayapura (Dilmil Jayapura).  Sekretariat Kabinet juga berpendapat bahwa pengadilan

merupakan entitas di lingkungan Mahkamah Agung yang melaksanakan pelayanan

publik terkait dengan akses bagi pencari keadilan yang perlu didukung keberadaannya,

sehingga permohonan pembangunan gedung kantor Dilmil Jayapura, PA

Temanggung, PA Kuningan, PA Tuban, dan PT TUN Medan dapat disetujui Presiden

dengan pertimbangan telah memenuhi syarat administrasi dan keadaan existing yang

mendesak untuk diberikan persetujuan.
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Gambar 3.6 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Permohonan Izin
Pembukaan Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan

Penyampaian Bahan Substansi bagi Presiden untuk Membuka dan

Memberikan Arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-

Indonesia

          Menteri   Dalam   Negeri   (Mendagri)    menyampaikan   permohonan    kepada

Presiden untuk membuka dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional

(Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-

Indonesia pada tanggal 17 Januari 2023 di Sentul International Convention Centre

(SICC). Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia tersebut mengangkat

tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas tersebut

merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Mendagri pada tanggal 6 Januari

2023 terkait dengan rencana pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah dan

Forkopimda se-Indonesia.

         Rangkaian kegiatan Rakornas meliputi penyampaian materi oleh Menteri terkait

mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; investasi dan kemudahan

perizinan; penanganan Covid-19; stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial;

serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan. 

     Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

menyampaikan  bahan  yang  berisi pointers isu-isu strategis yang  dapat  disampaikan 
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Pemerintah RI dengan Organisasi Internasional di Indonesia
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Gambar 3.7 Surat Sekretaris Kabinet dan Bahan Substansi bagi Presiden untuk
Membuka dan Memberikan Arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-

Indonesia

Presiden antara lain terkait pengendalian inflasi daerah agar dilakukan secara

bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta fokus pada persiapan Pemilu dan

Pilkada Serentak Tahun 2024. Selain itu, daerah juga diminta agar tetap berhati-hati

dan waspada terhadap risiko penyebaran virus Covid-19, memastikan penyediaan

fasilitas kesehatan yang layak bagi pasien Covid-19, serta tetap melaksanakan

vaksinasi hingga seluruh masyarakat mendapatkan.

     Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

menyampaikan saran dan pertimbangan terhadap Permohonan Pandangan dari

Kementerian Luar Negeri terkait Perpanjangan Arrangement Kerja Sama RI-IOM

(2004) untuk Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2025

       Terhadap  permohonan  perpanjangan  tersebut,  secara  prinsip Sekretariat

Kabinet berpandangan untuk mendukung secara positif permohonan International

Organization for Migration (IOM), mempertimbangkan rekam jejak operasionalisasi

IOM di Indonesia yang telah banyak membantu penanganan pengungsi luar negeri di

Indonesia. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya pada tahun 2021 terhadap

pelindungan   pengungsi   luar   negeri   di   Indonesia, IOM   sangat   berperan   dalam 
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penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, baik dalam pelindungan dan

pendanaannya. Namun demikian, terdapat beberapa catatan dan pertimbangan

sebagai hasil kajian tersebut yang perlu mendapat perhatian Kementerian Luar Negeri

(Kemlu) dan kiranya dapat dikomunikasikan dengan United Nations High

Commissioner for Refugees (UNHCR) dan IOM. 

          Hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait status dan data pengungsi seperti: (i)

masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR yang tidak

jelas; (ii) sulitnya dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri; dan (iii) data

pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR atau IOM tidak serta merta

disampaikan/dilaporkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan masalah

sosial antara lain: i) beberapa rumah penampungan kurang layak huni dan melampaui

kapasitas; ii) munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami para

pengungsi; serta iii) berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi

dengan masyarakat dan aparat setempat. Selanjutnya, permasalahan terhadap

penempatan ke negara penerima pengungsi, yakni: (i) jangka waktu penempatan ke

negara ketiga/negara tujuan pengungsi tidak jelas/tidak menentu; dan (ii) negara ketiga

penerima pengungsi, seperti Australia dan Amerika Serikat, semakin memperketat

serta mengurangi kuota pengungsi yang masuk. Di lain pihak, koordinasi antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM belum maksimal, sehingga

menyulitkan penuntasan permasalahan dalam menangani pengungsi luar negeri di

Indonesia.
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Gambar 3.8 Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait Saran Masukan
Pemanfaatan Kerja Sama antara Pemerintah RI dengan Organisasi Internasional di

Indonesia
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Penyampaian Rekomendasi pada Rapat Pleno Sekretariat Nasional

ASEAN Indonesia Tahun 2023

     Rapat   Pleno   Sekretariat Nasional     

(Setnas) ASEAN Indonesia, yang

diselenggarakan tanggal 4 Oktober 2023,

menyosialisasikan dan mengindentifikasi

rencana tindak lanjut dari hasil

penyelenggaraan Rangkaian KTT ke-43

ASEAN dan KTT Terkait Lainnya di

Jakarta, tanggal 5 – 7 September 2023.

Beberapa hal pokok yang mengemuka

dalam rapat antara lain (i) pada

Keketuaan Indonesia kali ini, ASEAN

berhasil mengesahkan dokumen ASEAN

Concord   IV   sebagai   fondasi  bagi  Visi 

Gambar 3.9 Suasana Rapat Pleno Setnas
ASEAN Indonesia

     Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Sekretariat  Kabinet menyampaikan   

rekomendasi kebijakan: 

Mendorong UNHCR dan IOM untuk berbagi data dan informasi secara terbuka

terkait jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia serta menyamakan

pandangan dan kebijakan mengenai perlakuan terhadap pencari suaka yang

belum berstatus sebagai pengungsi, belum dibiayai juga oleh IOM, serta perlakuan

terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan

menjadi pengungsi mandiri;

Pemerintah RI perlu menjalin kerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk

penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, dengan tetap

memprioritaskan kepentingan nasional, terutama dalam pemberian Privilleges and

Immunities;

Kemlu perlu menjembatani penguatan dan peningkatan koordinasi antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM; serta

Pemerintah RI perlu merumuskan mekanisme alokasi/penggunaan anggaran yang

tepat untuk penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia.

a.

b.

c.

d.
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ASEAN 2045 guna menentukan arah pembangunan ASEAN ke depan. Dokumen Visi

ASEAN 2045 rencananya akan diadopsi pada tahun 2025; (ii) Timor Leste secara

prinsip telah diterima menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam kegiatan

ASEAN, namun belum terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya,

ASEAN masih perlu membuat peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN;

dan (iii) ASEAN menyepakati bahwa gedung ASEAN Secretariat akan bertransformasi

menjadi ASEAN Headquarters (ASEAN HQ) sebagai bagian dari diplomasi dan

penguatan sentralitas ASEAN di Jakarta. ASEAN Secretariat nantinya akan menjadi

bagian dari ASEAN HQ bersama ASEAN Centre lainnya.

       Sekretariat Kabinet sebagai salah satu anggota Setnas ASEAN Indonesia pada

Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN turut terlibat dan berpartisipasi aktif

dalam Rapat Pleno tersebut dengan menyampaikan beberapa masukan, yaitu (i)

rencana pendirian ASEAN HQ perlu dibahas lebih mendalam secara internal, terutama

dalam kaitan mengintegrasikan berbagai ASEAN Centre lainnya sehingga

memudahkan proses penyusunan Host Country Agreement (HCA) dan standardisasi

pemberian Privileges and Immunities (P&I) terhadap perwakilan  ASEAN di  Indonesia;

dan (ii) Kemlu perlu melakukan penataan mekanisme tata kelola hubungan antara

instansi penjuru induk yaitu Kemlu dengan instansi penjuru pada berbagai badan

subsider ASEAN. Tata kelola ini mencakup pada perencanaan pemanfaatan hingga

implementasinya. 
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Gambar 3.10 Keikutsertaan Perwakilan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dalam Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia

        Masukan Setkab tersebut kemudian diakomodasi oleh Setnas ASEAN Indonesia

melalui Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia Nomor:

005/KEP/SETNASASEAN/10/2023 tentang Notula  Rapat  Pleno  Sekretariat  Nasional 
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ASEAN 4 Oktober 2023, yaitu “Untuk menindaklanjuti kesepakatan Premis ASEAN

menjadi ASEAN HQ,  perlu  didiskusikan  mengenai  kemungkinan  beberapa   ASEAN

Centre yang saat ini telah berdiri di Indonesia untuk digabungkan di ASEAN HQ”.  
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Gambar 3.11 Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Nomor
005/KEP/SETNASASEAN/10/2023

Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan

persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

    Sekretariat Kabinet melalui Deputi

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

telah mendapatkan penghargaan dari

Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia

sebagai “Mitra Kerja Strategis dalam

Pembentukan Perundang-undangan

Tahun 2023”. Penghargaan tersebut

diberikan pada saat perwakilan

Sekretariat Kabinet menghadiri kegiatan

Anugerah Legislasi Tahun 2023, Rapat

Kerja Teknis Direktorat Jenderal

Peraturan    Perundang-undangan,    dan 

Gambar 3.12 Piagam Penghargaan Mitra
Strategis dalam Pembentukan Perundang-

Undangan Tahun 2023



Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman
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       Plh. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat nomor: B-

5534/1/LPSK/11/2023 tanggal 28 November 2023 kepada Presiden menyampaikan

permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman (RPerLPSK). RPerLPSK

merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 12A ayat (1) huruf f UU Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban. Secara  garis  besar  substansi  RPerLPSK  memuat ketentuan mengenai

standar yang ditetapkan untuk rumah aman/tempat yang ideal untuk memberikan

perlindungan kepada saksi/dan atau korban, saksi pelaku, dan ahli, termasuk orang

yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan  dengan  suatu  tindak  pidana,

serta ketentuan terkait tata cara pemberian perlindungan di rumah aman.
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   Berikut contoh rekomendasi yang dihasilkan terkait rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga:

Kongres Ikatan Perancang Perundang-undangan Indonesia (IP3I). Hal ini

menggambarkan bahwa Sekretariat Kabinet telah melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan

Presiden. 

       Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang

Pengelolaan Rumah Aman telah  melalui  proses   pengharmonisasian,   pemantapan,  

dan pembulatan konsepsi baik dari segi substansi, teknik penyusunan, maupun

prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses rapat harmonisasi

antara LPSK sebagai pemrakarsa, Kemenkumham, dan Setkab dilaksanakan

beberapa kali dengan melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, KPK, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, BNPT, dan Pemprov DKI Jakarta.

       Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang

Pengelolaan Rumah Aman berdampak luas bagi kehidupan di masyarakat dan bersifat

lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, sehingga memenuhi kriteria

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang

Pemberian  Persetujuan  Presiden  terhadap   Rancangan   Peraturan   Menteri/Kepala 
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Gambar 3.13 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman
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RPerLPSK tersebut telah diproses melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor

B.0616/Seskab/Polhukam/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 untuk kemudian dapat

ditetapkan dan diundangkan oleh Pemrakarsa.

Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri

Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi

Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga.

    Menteri Luar Negeri mengajukan Permohonan Persetujuan Presiden atas

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan

Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta

Keluarga kepada Presiden melalui surat nomor: 168 /HK/05/2023/03/01 tanggal 5 Mei

2023, terhadap RPermenlu tersebut telah dilakukan proses pengharmonisasian,

pemantapan, dan pembulatan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri sebagai instansi

pemrakarsa, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet

dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Pada pembahasannya juga telah

dilakukan penyesuaian, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan.

    Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan

peningkatan manfaat jaminan kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI  di  Luar  Negeri 
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dan bertujuan untuk memberikan peningkatan manfaat jaminan kesehatan yang setara

dan layak melalui mekanisme jaminan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, diantaranya mencakup: (i) peningkatan manfaat jaminan

kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarganya di negara penerima dan

negara lain, (ii) evakuasi medis, (iii) repatriasi atau pemulangan jenazah, dan (iv)

pelayanan kesehatan dalam kondisi wabah dan kejadian luar biasa sepanjang tidak

dijamin oleh program lain. Permenlu juga berisikan ketentuan mengenai pelaksanaan

monitoring dan evaluasi terhadap manfaat pelayanan kesehatan dan Badan

Penyelenggara peningkatan manfaat jaminan kesehatan yang dilakukan secara

periodik setiap tahunnya.

      RPermenlu telah ditetapkan melalui Permenlu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri Beserta Keluarga. Pada saat pembahasan rancangannya,

Permenlu tersebut dinilai memenuhi kriteria lintas sektor atau lintas

kementerian/lembaga dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian

Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,

sehingga perlu mendapatkan Persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menlu.
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          Selanjutnya, Presiden memberikan persetujuan terhadap Permenlu tersebut dan

telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Menlu melalui surat Nomor:

B.0277/Seskab/Polhukam/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023.

Gambar 3.14 Surat Seskab perihal Persetujuan Presiden atas RPermenlu tentang
Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri 



Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri

Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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          Menteri   Dalam    Negeri    melalui  surat   Nomor: 100.4.3/4674/SJ   tanggal   1

September 2023 menyampaikan kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan

Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(RPermendagri Pedoman Penyusunan APBD TA 2024). Penyusunan RPermendagri

tersebut guna melaksanakan ketentuan Pasal 308 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Pasal 89 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah).

RPermendagri dimaksud telah selesai dilakukan harmonisasi di Kemenkumham

sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen PP Kemenkumham Nomor: PPE.PP.01.05-

1465 tanggal 15 Agustus 2023.

       Sekretariat Kabinet terlibat pembahasan RPermendagri Pedoman Penyusunan

APBD TA 2024 pada  forum  PAK  tanggal  16 Mei  dan 7 Juni  2023, serta pada forum

harmonisasi tanggal 8 Agustus 2023. Ruang lingkup pedoman penyusunan APBD TA

2024 meliputi sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan pemerintah pusat;

prinsip penyusunan APBD; kebijakan penyusunan APBD; teknis penyusunan APBD;

dan hal khusus lainnya, yakni ketentuan dan dukungan anggaran yang spesifik

berkaitan dengan pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemda

provinsi maupun kabupaten/kota. 
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     Sekretariat Kabinet berpendapat substansi yang diatur dalam RPermendagri

Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 tidak terdapat permasalahan, sehingga

RPermendagri tersebut dapat dipertimbangkan untuk disetujui Presiden. Setkab telah

menindaklanjut permohonan tersebut dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor

B.0454/Seskab/Polhukam/09/2023 tanggal 12 September 2023  kepada Menteri

Dalam Negeri guna menyampaikan persetujuan Presiden dan memorandum Sekretaris

Kabinet kepada Presiden untuk melaporkan permohonan dimaksud.
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Gambar 3.15 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan

Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pemberdayaan

Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga

dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara

        Kepala  BNPP melalui  surat  nomor: HKM.35.02/1562/VI/2023 tanggal 22 Juni

2023, dan  Sekretaris  BNPP  nomor: HKM.35.03/1595/VII/2023  tanggal 25  Juli  2023,

mengajukan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap

Rancangan Peraturan BNPP dimaksud pada pokok memo (R-PerBNPP). Urgensi R-

PerBNPP: 1) Perlu pelibatan masyarakat perbatasan negara dalam menjaga tapal

batas negara, mengingat penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan

negara tetangga belum seluruhnya tuntas, dalam kurun 6 bulan (juni 2021-Januari  

2022) ratusan patok batas wilayah negara hilang, dan personil penjaga perbatasan

minim (rasio RI-RDTL: 0,4 km/orang, RI-PNG: 0,5 km/orang, dan RI-Malaysia: 1,2

km/orang); 2) Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dari sisi frontier (sisi

dalam sepanjang batas wilayah negara) perlu dikelola melalui pemberdayaan

masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara; dan 3) Perlu

dasar hukum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa terdepan

perbatasan negara dalam mendukung penjagaan tanda batas negara.
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       Seluruh  muatan substansi  R-PerBNPP  telah  dicermati  Sekretariat Kabinet

secara komprehensif disertai saran penyempurnaan guna memastikan agar: 1)

Substansi R-PerBNPP selaras dengan peraturan perundang-undangan, khususnya

peraturan Mendagri terkait kewenangan pembinaan pemerintah desa dan LKD; 2)

Penyelenggaraan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan

kawasan perbatasan negara oleh BNPP sesuai lingkup tugas dan fungsi BNPP dalam

pengelolaan  BWN-KP; dan 3) Pendefinisian   substansi   dalam   ketentuan   umum  

serta perumusan norma selaras dengan makna dalam peraturan perundang-

undangan, khususnya Peraturan Mendagri terkait kewenangan pembentukan LKD

serta pembinaan berjenjang oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah (kabupaten,

kota, dan provinsi) yang memiliki wilayah sisi frontier kawasan perbatasan negara.
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Gambar 3.16 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan
Peraturan BNPP tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan

Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.

       Melaksanakan amanat Pasal 4 Perpres No. 68 Th. 2021 tentang Pemberian

Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, R-

PerBNPP telah beberapa kali dibahas bersama seluruh K/L terkait dalam forum

harmonisasi di bawah koordinasi Kemkumham, guna pembulatan serta pemantapan

secara teknis, substantif, maupun prosedur penyusunan PUU. Substansi R-PerBNPP

bersifat strategis (terkait bidang pertahanan, keamanan, dan keuangan negara),

berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di 222 kecamatan wilayah perbatasan

negara, serta bersifat lintas sektor,  sehingga  berdasarkan  ketentuan Pasal 3 Perpres

No. 68 Th. 2021   terlebih   dahulu   perlu  mendapat  persetujuan  Presiden,   sebelum 



Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 40

ditetapkan Kepala BNPP. Mengingat substansi R-PerBNPP sudah tidak mengandung

permasalahan, kami berpendapat R-PerBNPP dimaksud dapat dipertimbangkan

secara positif untuk diberikan persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan oleh Kepala

BNPP. 

Sasaran 2
         Sasaran 2  “Terwujudnya hasil pengendalian  penyelenggaraan  pemerintahan

yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan” diukur dengan

menggunakan 2 indikator yaitu “Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian

masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami

hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti” dan

“Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam

pelaksanaan kebijakan dan pogram pemerintah di bidang politik, hukum, dan

keamanan yang ditindaklanjuti”. Berdasarkan capaian pada laporan rencana kinerja

bulanan dan aplikasi SIKT tahun 2023, Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan telah

menghasilkan 10 rekomendasi untuk indikator 1  dan 23 rekomendasi untuk indikator 2.

Adapun rekomendasi tersebut dalam bentuk memorandum yang disampaikan kepada

Presiden dan/atau surat yang disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga. Dari total

33 rekomendasi yang dihasilkan telah seluruhnya dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh  

stakeholder. Jika  dihitung   berdasarkan  formulasi  rumus  pada  masing-masing

indikator yang telah dijabarkan pada Bab II didapatkan realisasi sebagai berikut:  

INDIKATOR OUTPUT OUTCOME REALISASI

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian
masalah atas kebijakan pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai
ketentuan

10 10 100%

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang
pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

23 23 100%

TOTAL 33 33 100%

Tabel 3.3 Realisasi Sasaran 2
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023



INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian
masalah atas kebijakan pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami
hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan
sesuai ketentuan

96% 100% 104.17%

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang
pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

96% 100% 104.17%

Rata-rata Capaian Kinerja 104.17%
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     Berdasarkan realisasi yang dihasilkan setiap indikator pada sasaran 2 jika

dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2023 yaitu 96%

didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasasan 2
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023
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     Jika dibandingkan dengan besaran persentase capaian kinerja pada tahun

sebelumnya didapatkan data sebagai berikut:

Gambar 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran 2
Tahun 2021 s.d 2023
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       Capaian Indikator pada Sasaran 2 tahun 2023 tergambar menurun dari tahun

sebelumnya meskipun realisasi yang dilakukan mencapai 100%, hal ini disebabkan

oleh kenaikan target sebesar 3% dari tahun 2022 yaitu dari 93% menjadi 96%,

sehingga mempengaruhi rumus perhitungan pembagi capaian kinerja. Adapun secara

kualitas rekomendasi yang dihasilkan tidak mengalami penurunan karena baik pada

tahun 2022 maupun tahun 2023 semua rekomendasi telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti

oleh stakeholder.

         Sebagai  gambaran  pencapaian  indikator  kinerja  pada sasaran 2, berikut ini

beberapa rekomendasi yang dihasilkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

yang telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti stakeholder.
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Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang

politik, hukum, dan keamanan.

Rekomendasi terkait Penyelesaian Masalah di Bidang Politik, Ekonomi,

maupun Sosial Budaya berkenaan dengan Penyusunan, Ratifikasi, dan

Pelaksanaan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia

dengan Negara Mitra

     Dalam rangka melaksanakan fungsi penyiapan pengkajian dan pemberian

rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah yang mengalami hambatan, serta fungsi pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan

internasional, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan koordinasi dan berdiskusi

dengan Kemlu terkait Penyusunan, Ratifikasi, dan Pelaksanaan Perjanjian Bilateral

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Mitra, dan diperoleh informasi

bahwa Kemlu telah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status

perjanjian internasional (PI) yang ditandatangani oleh Pemerintah RI sejak tahun 2018

dengan melibatkan K/L terkait:

Tercatat 1508 perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara mitra telah

ditandatangani pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Oktober 2014 s.d.

November 2023), dengan perincian: 1109 PI masih berlaku, 78 belum berlaku, dan

321 sudah tidak berlaku. Tercatat kurang lebih 108 PI ditandatangani saat

kunjungan Presiden ke negara mitra. Selain 1508 perjanjian bilateral, terdapat juga

328 PI non bilateral yang telah  ditandatangani di era  Pemerintahan  Joko Widodo, 

a.
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dengan perincian: 183 PI dengan organisasi internasional, 8 PI trilateral, 55 PI

regional dalam kerangka ASEAN, 17 PI multilateral, dan 65 kerja sama

internasional non-PI.

Dari 321 perjanjian bilateral yang sudah tidak berlaku, selain karena masa

berlakunya telah habis, terdapat juga perjanjian yang tidak bisa diimplementasikan

karena beberapa alasan, yaitu: (i) kendala internal pada K/L pemrakarsa

(keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, aturan internal, pergantian struktur

organisasi   atau   unit  penanggung  jawab,  serta  kurangnya  perencanaan  untuk

merealisasikan target-target PI); (ii) adanya perubahan peraturan nasional; atau (iii)

sudah terlalu lampau ditandangani namun tidak segera diratifikasi atau tidak

diimplementasikan. 

Kemlu menyampaikan mengalami beberapa kendala dan tantangan terkait

penyusunan, ratifikasi, dan pelaksanaan PI, khususnya berkenaan dengan

koordinasi lintas K/L, antara lain: (i) tidak semua K/L pemrakarsa memiliki

pemahaman yang sama terkait prosedur, (ii) belum adanya mekanisme

pemutakhiran informasi antara Kemlu dengan K/L mengenai implementasi PI, dan

(iii) K/L belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi PI yang terstruktur.

b.

c.
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     Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

menyampaikan beberapa catatan dan pengamatan dalam rangka penyusunan

rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah yang mengalami hambatan, sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan Kemlu terhadap penyusunan naskah perjanjian

bilateral selama ini masih dominan pada pada legal drafting dan legal scrubbing.

Perlu dioptimalkan peran Kemlu dalam melakukan pengawasan terhadap substansi

naskah perjanjian, khususnya berkenaan dengan kesesuaian terhadap peraturan

perundang-undangan nasional, kapasitas keuangan negara, irisan kewenangan

K/L lain, dan unsur lainnya. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PI yang selama ini dilakukan Kemlu baru

sebatas mencatat secara jumlah dan menyajikan data secara umum, belum

menyentuh pada evaluasi dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas

implementasi PI maupun pemanfaatan kerja sama internasional.

Masih terdapat K/L yang belum menyampaikan naskah asli PI yang telah

ditandatangani kepada Kemlu karena belum ada kesamaan pemahaman dalam

prosedur penyusunan, penandatanganan, ratifikasi, dan pemberlakuan PI.

a.

b.

c.
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Kemlu juga sebelumnya menemukan adanya PI yang belum berlaku namun sudah

diimplementasikan karena adanya miskonsepsi terhadap prosedur internal

pemberlakuan PI oleh kementerian/lembaga pemrakarsa.

Miskonsepsi terhadap pemberlakuan PI salah satunya dipengaruhi kerancuan

pemahaman terkait "pengesahan". Hal ini menjadi salah satu muatan yang akan

diubah dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional yang saat ini masih bergulir pembahasan dan

penyusunannya

d.

e.
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Kemlu agar secara reguler melakukan sosialisasi kepada K/L berkenaan dengan

tata cara penyusunan, ratifikasi, dan pemberlakuan perjanjian internasional,

khususnya perjanjian bilateral antara Pemerintah RI dengan negara mitra.

Mengoptimalkan peran Kemlu dalam melakukan pengawasan terhadap

penyusunan naskah perjanjian agar lebih dari sekadar legal drafting dan legal

scrubbing. 

Perlu disusun panduan monitoring dan evaluasi bagi K/L terkait pelaksanaan PI,

khususnya perjanjian bilateral dengan negara mitra, serta lebih mendorong

monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas implementasi perjanjian.

Kemlu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator untuk mendorong

kementerian/lembaga melaporkan perkembangan penyusunan, ratifikasi, dan

pelaksanaan perjanjian bilateral yang diprakarsai, untuk selanjutnya dilaporkan

kepada Presiden RI melalui Menlu, serta mendorong kementerian/lembaga terkait

segera menyampaikan naskah asli perjanjian yang masih disimpan internal kepada

Kemlu.

Hasil monitoring dan evaluasi PI Tahun 2023 dan 2024 agar kiranya dilaporkan

kepada Presiden RI.

a.

b.

c.

d.

e.

        Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Sekretariat Kabinet mencatat beberapa

saran masukan dan rekomendasi serta menyampaikannya melalui surat Sekretaris

Kabinet kepada Menteri Luar Negeri, antara lain mengenai:



Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

Gambar 3.18 Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyelesaian Masalah di Bidang Politik,
Ekonomi, maupun Sosial Budaya.
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Penyampaian Saran Masukan terkait Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

dengan Luar Negeri
          Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kerja

sama daerah dengan pihak luar negeri, antara lain: (i) kurangnya pemahaman aparat

pengelola kerja sama luar negeri pada Pemda akan peraturan perundang-undangan

terkait mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama; (ii) kurangnya koordinasi

antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan kerja sama; dan (iii) kurangnya

keberlanjutan hasil kerja sama. Lebih lanjut, Kedeputian Bidang Polhukam

mengidentifikasi beberapa permasalahan khusus dalam pelaksanaan kerja sama

Pemda dengan pihak luar negeri, berikut: (i) Kemendagri kurang memberikan

perhatian terhadap Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)

yang didasarkan atas penerusan kerja sama pemerintah pusat dengan pihak lembaga

luar negeri (ii) Perlunya optimalisasi pemanfaatan oleh Pemerintah Indonesia yang

saat ini tergabung pada lebih dari 200 OI; (iii) Sebagai dasar pelaksanaan kerja sama

antara Pemda dengan pihak luar negeri, baik pengaturan maupun implementasi

Permenlu 3/2019 dan Permendagri 25/2020 masih berjalan sendiri-sendiri; (iv)

Minimnya sosialisasi Permenlu 3/2019 dan Permendagri 25/2020; dan (v) Masih

terdapat kekosongan peraturan yang mencakup prosedur dan mekanisme koordinasi

antara Kemlu, Kemdagri, Pemda, serta K/L instansi penjuru OI yang ada di Pusat.
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         Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan, Nomor: B.0184/Polhukam/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 kami

sampaikan saran masukan kepada pihak terkait sebagai berikut: (i) Perlu disusun

panduan/roadmap terkait kerja sama Sister City/Province; (ii) Perlu peningkatan dan

penguatan komunikasi, koordinasi, dan monitoring antara Pemerintah Pusat dan

Pemda untuk bersama mengawal pelaksanaan program kerja sama pihak lembaga di

luar negeri, khususnya OI, di daerah; (iii) Kemlu perlu melakukan sosialisasi aktif dan

masif kepada K/L instansi penjuru; (iv) Perlu penguatan koordinasi dan sinergi antara

pemerintah pusat dan pemda; (v) Kemlu dan Kemendagri perlu untuk lebih intens

berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mensosialisasikan dan mensinergikan

implementasi Permenlu 3/2019 dengan Permendagri 25/2020; (vi) Perlu meningkatkan

peran perwakilan RI di luar negeri untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang kerja

sama dengan pihak luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda; serta (vii) Perlu

penyelenggaraan forum komunikasi rutin antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
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Gambar 3.19 Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Penyampaian
Saran Masukan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri

Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM

yang Berat
            Presiden  telah  mengeluarkan  Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023  tentang

Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat dan

Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi

Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.  Penerbitan  Inpres  dan  Keppres
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tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-

Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PPHAM) yang telah melaksanakan amanat

sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.
          Sepanjang Tahun 2023, dalam rangka pelaksanaan rekomendasi penyelesaian

non-yudisial pelanggaran HAM yang berat terhadap 12 Peristiwa Pelanggaran HAM

yang Berat, Pemerintah melalui Tim Pelaksana Pemantau Rekomendasi PPHAM telah

melaksanakan kegiatan peluncuran program pemulihan di Aceh yang dihadiri oleh

Presiden, DKI Jakarta, dan Palu. Pada acara tersebut, korban dan/atau ahli waris telah

menerima sejumlah bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat Prioritas, Program

Keluarga Harapan, Paket Sembako dan Uang Tunai, serta bantuan terpersonalisasi

sesuai kebutuhan hasil inventarisasi seperti program pelatihan kerja, beasiswa, alat

pertanian, bibit ternak, dan/atau renovasi rumah. Disamping itu, pemberian program

pemulihan juga telah dilaksanakan di luar negeri, yaitu Republik Ceko dan Belanda

untuk korban/keluarga korban yang bertempat tinggal di luar Indonesia berupa

pembebasan biaya layanan keimigrasian. Namun demikian, dalam pelaksanaan

pemberian program pemulihan, terdapat sejumlah hambatan yang menjadi tantangan,

diantaranya terkait dengan verifikasi dan validasi data korban/keluarga korban dan

koordinasi dengan kementerian teknis dalam rangka pemberian program pemulihan.
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Gambar 3.20 Kolase Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelesaian Non-Yudisial
Pelanggaran HAM yang Berat
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    Disamping itu, dalam rangka memberikan rekomendasi alternatif terhadap

penyelesaian non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, telah dilaksanakan kegiatan

pemantauan ke Semarang untuk memperoleh informasi dari para narasumber yang

memiliki kompetensi terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat

pasca terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023. Hasil

dari kegiatan tersebut, antara lain bahwa upaya bina damai (peace building) untuk

menyelesaikan kekerasan struktural sebagaimana terjadi pada 12 Peristiwa

Pelanggaran HAM yang Berat dapat diinisiasi secara non-yudisial melalui

pengungkapan kebenaran; dan menyusun suatu formula yang dapat memberikan

jaminan ketidakberulangan sebagai salah satu bentuk reparasi yang bersifat preventif

dalam penyelesaian PHB.
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Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam

pelaksanaan kebijakan dan pogram pemerintah di bidang politik, hukum,

dan keamanan.

Laporan Hasil Peninjauan Perkembangan Pembangunan Lembaga

Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan.

         Kegiatan pemantauan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau

Nusakambangan merujuk pada Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 22 Mei

2018 yang memerintahkan pembangunan 5 lapas baru di Pulau Nusakambangan guna

mengatasi masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.  Untuk menindaklanjuti

Arahan Presiden tersebut, Setkab telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke Pulau

Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 6 s.d. 8

Desember 2023 untuk meninjau perkembangan pembangunan 5 lapas di Pulau

Nusakambangan, yaitu: 

       Hasil pemantauan yang diperoleh adalah bahwa secara umum Menteri Hukum

dan HAM. Dirjen Pemasyarakatan telah melaksanakan Arahan Presiden dengan baik.

Pembangunan ke-5 lapas baru di Pulau Nusakambangan telah dilengkapi dengan

sarana dan prasarana pendukung  yang  sesuai  standar, serta  didukung  oleh  sistem 

Lapas Kelas IIA Nirbaya dengan kategori Minimum Security;

Lapas Kumbang dengan kategori Minimum Security;

Lapas Kelas IIA Ngaseman dengan kategori Maximum Security; 

Lapas Kelas IIA Gladakan dengan kategori Maximum Security; dan

Lapas Kelas IIA Karanganyar dengan kategori Supermaximum Security.

1.

2.

3.

4.

5.
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Belum jelasnya wewenang pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Nusakambangan,

sebab Pulau Nusakambangan masih digunakan oleh beberapa

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan

Kurangnya pengawasan terhadap lalu-lintas keluar masuk orang dari dan ke Pulau

Nusakambangan, sebagai akibat dari terbukanya akses melalui Pangandaran.

1.

2.

    Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Kemenkumham sebenarnya  telah

melakukan upaya dan langkah pengamanan, yaitu mengusulkan Pulau

Nusakambangan sebagai wilayah khusus pemasyarakatan  membuat kajian  mengenai

rencana pembentukan Otorita Khusus Pemasyarakatan dan merencanakan

pembangunan lapas tambahan di wilayah ujung timur dan ujung barat Pulau

Nusakambangan. 
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pengamanan yang berbasis teknologi (terdapat CCTV, control room, dan alat X-Ray).

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan

masih terkendala, yaitu:

    Terhadap kendala tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa apabila

Presiden telah memberikan banyak perhatian pada permasalahan overkapasitas dan

sudah terdapat banyak pembangunan lapas di Pulau Nusakambangan, seyogianya

memang Pulau Nusakambangan dijadikan suatu wilayah khusus bagi

pemasyarakatan, termasuk didalamnya perlu mempertimbangkan risiko keamanan

bagi warga sekitar dan petugas pemasyarakatan. Namun demikian, permasalahan

tersebut perlu dibahas dengan menteri/kepala lembaga terkait dalam rapat terbatas

yang dipimpin oleh Presiden.

Gambar 3.21 Kegiatan Peninjauan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Pulau
Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
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Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik

         Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 7 Januari 2019 menyampaikan

arahan agar pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan berusaha yang langsung

berdampak terhadap masyarakat, benar-benar ditingkatkan perbaikannya. Perbaikan

tersebut salah satunya dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi pada

pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP

merupakan pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian,

lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta

swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan,

kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
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        Sampai dengan bulan Desember 2023, ditargetkan akan terbentuk 175 (seratus

tujuh puluh lima) MPP. Keberadaan MPP ini menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi

antar sektor dan mempercepat integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas

bagi masyarakat.

         Dalam  rangka  memastikan  penyelenggaraan  MPP di  daerah berjalan dengan

baik sesuai dengan arahan Presiden dan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan pada tahun 2023 telah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Mal

Pelayanan Publik ke Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; dan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi

Jawa Barat.

Gambar 3.22 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik
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          Berdasarkan hasil  kegiatan  pemantauan   dan   evaluasi,  terhadap  MPP  yang

sudah terbangun baik, perlu dievaluasi berkala untuk upaya penyempurnaan, sehingga

reformasi birokrasi yang dilaksanakan dapat langsung berdampak dan dirasakan

masyarakat. Sedangkan untuk MPP yang masih dalam proses “mengejar”

ketertinggalan perlu diberikan pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu

terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian PANRB, yaitu:
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Tindak lanjut hasil PEKPPP tahun 2022, terutama terhadap performa

penyelenggara pelayanan publik di pemda (DPMPTSP) dan kesiapannya

menghadapi target dan kebijakan pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh

Menteri PANRB. Dalam pelayanan publik, target output utama yang dikejar yaitu:

tersedianya kebijakan pelayanan publik digital, tersedianya MPP digital

(dilaksanakan oleh pemda sebesar 100% pada tahun 2024), terlaksananya

monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan publik digital dan MPP

digital.

Pengecekan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sehingga

dapat memadai demi terselenggaranya proses internal tata kelola pemerintah yang

baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai instrumen utama.

Dalam laporan hasil PEKPPP tahun 2022 yang disampaikan kepada Presiden,

dapat kami sampaikan, masih perlunya atensi peningkatan pelayanan publik di

wilayah Indonesia timur dan perlu dilanjutkan dengan percepatan pemenuhan

kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan sumber daya

manusia, ketersediaan anggaran, dan kekhususan wilayah.

1.

2.

3.

Rekomendasi Kebijakan terkait Pengelolaan Komunikasi Publik

Pemerintah

     Sekretariat Kabinet telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan

komunikasi publik pemerintah melalui kegiatan diskusi baik bersama akademisi dan

praktisi serta pemerintah daerah guna memotret efektivitas tata kelola komunikasi

publik pemerintah sekaligus memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan

dalam kebijakan pengelolaan komunikasi publik pemerintah ke depan. Sejak tahun

2015 Presiden telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang secara khusus memberi instruksi

kepada Menteri  Komunikasi  dan  Informatika untuk  menyusun  narasi  tunggal  terkait 
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      Berdasarkan kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, Sekretariat Kabinet

melalui Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merekomendasikan: 
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dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden.

Namun demikian, dalam implementasinya pola tersebut masih belum optimal dalam

mendukung peningkatan keberhasilan kabinet, menyerap aspirasi publik, dan

mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

perlu dilakukan penataan struktur dan tata kelola komunikasi publik pemerintah

dengan prinsip “tidak ada yang tertinggal (no one left behind)” dan “partisipasi

yang bermakna (meaningful participation)”. Penyusunan narasi tunggal terkait

kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai Inpres Nomor 9 Tahun

2015 perlu dikaji kembali efektivitasnya dengan mempertimbangkan kemajuan

teknologi;

pemanfaatan kanal informasi publik harus dapat memberdayakan peran aktif

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kapasitas

pengawasan maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara

itu sendiri;

terkait konsep kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan komunikasi publik

pemerintah, perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan masukan

lebih banyak lagi dari publik, termasuk relasinya dengan pers dan lembaga

penyiaran.

1.

2.

3.

Gambar 3.23 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Komunikasi Publik
Pemerintah
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Laporan Hasil Pemantauan terkait Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap

Implementasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri

         Berkaitan  dengan  pelaksanaan  kerja sama oleh Pemerintah Daerah, Presiden

RI memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional APKASI (20 Oktober 2021)

dan Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia (13 Maret 2022) sebagai berikut: Kepala

Daerah agar memanfaatkan peluang komoditas melalui penguatan kerja sama antar

daerah sekaligus memperluas ekspor ke negara-negara lain serta penguatan kerja

sama dalam rangka pelayanan penanggulangan Covid-19, pelaksanaan APBD, dan

menghadapi kondisi global.

        Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet  melaksanakan

pemantauan terkait pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap implementasi kerja sama

Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri, serta menyusun kajian mengenai

“Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri bagi

Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”.

      Penyusunan kajian dilaksanakan melalui pemantauan pada kegiatan-kegiatan

sebagai berikut: (i) Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka

Sinergi Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri pada tanggal 22

Februari 2023 di Bali; (ii) Rapat Evaluasi Kerja Sama Sister City/Province bertema

“Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendorong Peningkatan

Ekonomi dan Investasi” pada tanggal 25 Mei 2023 di Jakarta; (iii) Diskusi dengan

Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta; dan (iv)

Diskusi dengan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Desember 2023 di Jakarta.

Gambar 3.24 Diskusi bersama Kementerian Dalam Negeri 
tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta
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     Kegiatan  pemantauan dan  penyusunan  kajian  dimaksud menghasilkan

rekomendasi yang turut disampaikan kepada Menteri-Menteri terkait melalui Surat

Sekretaris Kabinet, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, sebagai

masukan bagi pengambilan kebijakan pada masing-masing kementerian, yaitu sebagai

berikut: 
Penyusunan cetak biru/blueprint terkait kerja sama Pemerintah Daerah dengan

Pihak di Luar Negeri, yang memuat pemetaan potensi daerah, peluang-peluang

kerja sama, arah kerja sama, target kerja sama, strategi implementasi kerja sama,

serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sebagai

panduan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kerja sama

daerah dengan pihak di luar negeri.

Penjajakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di

negara-negara mitra di kawasan non-tradisional, untuk meningkatkan hubungan

antar masyarakat, yang akan berkontribusi bagi peningkatan kerja sama ekonomi

Indonesia dengan negara mitra.

Peningkatan sinergi dan komunikasi antar instansi Pemerintah Pusat yang terlibat

dalam penanganan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri.

Penyelenggaraan forum komunikasi secara rutin antar instansi, baik pada tingkat

pusat maupun daerah, dengan melibatkan Perwakilan RI di luar negeri, untuk

membahas peluang-peluang dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam

pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri.

1.

2.

3.

4.

Pembangunan sistem database mengenai potensi daerah dan kerja sama

Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri untuk setiap Kabupaten/Kota di

Indonesia, guna memberikan informasi kepada calon mitra potensial dan

membantu Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat melaksanakan proses

matchmaking kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di

luar negeri.

Penyusunan buku saku sebagai hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi

bersama seluruh instansi terkait di daerah-daerah yang sukses menyelenggarakan

kerja sama dengan pihak di luar negeri, untuk menjadi benchmarking bagi daerah-

daerah lain.

Pembuatan scorecard capaian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di

luar negeri secara berkala.

5.

6.

7.
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Sasaran 3

       Sasaran ke-3 “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran,

akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan” diukur dengan menggunakan 3 indikator kinerja. Berdasarkan

capaian kinerja tahun 2023 didapatkan hasil sebagai berikut: 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

A (87,40) A (87,60) 100.23%

Indeks Komponen Pengungkit Penilaian
Mandiri RB Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan hasil reviu
Inspektorat

33,97 33.97 100%

Persentase penyerapan anggaran pada
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

90% 99,97% 111.07%

Rata-rata Capaian Kinerja 103,76%

           Untuk Sasaran ke-3 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  mendapat

nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 103,76% dan termasuk dalam kategori

“Memuaskan”. Adapun penjelasan lebih rinci terkait capaian sasaran ini adalah

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasasan 3
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

      Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwasanya setiap Instansi Pemerintah

melakukan reviu dan evaluasi internal terkait pelaksanaan SAKIP di Kementerian/

Lembaganya. Untuk itu, setiap tahunnya Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

dinilai oleh Inspektorat terkait pelaksanaan SAKIP yang telah diterapkan. 
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         Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Internal Kedeputian Politik,

Hukum, dan Keamanan yang disampaikan Inspektorat melalui memorandum Nomor

LHE-I/INSP/09/2023 tanggal 29 September 2023, Nilai SAKIP Kedeputian Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebesar 87,60 dengan kategori A

(Memuaskan). 

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen

kinerja yang dievaluasi dilingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.25 Capaian Hasil Penilaian SAKIP 
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

NO KOMPONEN BOBOT CAPAIAN NILAI

1 Perencanaan Kinerja 30 90% 27,00

2 Pengukuran Kinerja 30 82% 24,60

3 Pelaporan Kinerja 20 90% 18,00

4 Evaluasi Kinerja 10 90% 9,00

5 Capaian Sasaran 10 90% 9,00

Rata-rata Capaian Kinerja 100 87,60

Tabel 3.6 Komponen Hasil Penilaian SAKIP Internal

Jika dibandingkan dengan capaian penilaian SAKIP pada Tahun 2022 yaitu 87,40  

terdapat kenaikan sebesar 0,20 poin, hal ini dikarenakan adanya perbaikan di setiap

komponen penilaian sesuai dengan saran dan masukan laporan SAKIP tahun

sebelumnya. 

A
 (87,40)

A
87,60

REALISASITARGET

100,23%

CAPAIAN
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           Guna mempertahankan dan meningkatkan nilai akuntabilitas ditahun yang akan

datang, terdapat saran dan masukan yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut:

pemanfaatan Laporan Kinerja unit kerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan sebagai feedback dan perbaikan perencanaan dan peningkatan

kinerja;

menyusun laporan monev kinerja triwulanan;

memberikan tanggal penetapan pada Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Kemanan 2021-2024;

memberikan tanggal penetapan pada LKJ Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Tahun 2022;

melakukan reviu perencanaan kinerja (contoh reviu renstra);

menyusun dokumen crosscutting yang dimanfaatkan Kedeputian lain atau

rekomendasi ke Kementerian lain (contoh Deputi Substansi dengan Deputi DKK

atau rekomendasi ke Kementerian lain); dan

mengoptimalkan dialog kinerja untuk dimanfaatkan dalam memberikan feedback

atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian kinerja.

a.

b.

c. 

d.

e. 

f.

g.

Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reviu Inspektorat

          Kementerian PANRB melakukan perubahan  mekanisme  evaluasi  RB Tahun

2023 sebagaimana disampaikan dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor

B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi

Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Perubahan

mekanisme tersebut diikuti pula dengan perubahan/penyempurnaan Road Map RB

Tahun 2020-2024 mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut

dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan “RB

General”, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan “RB Tematik”.

Sehingga pada tahun berjalan proses Penilaian Mandiri RB  sudah  tidak  dilakukan

dan nilai yang digunakan disamakan dengan nilai tahun 2022. 

57

        Pada PMPRB tahun 2022, nilai pengungkit yang diajukan Kedeputian Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu 33,97. Nilai tersebut juga telah mencapai target

yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:



Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

           Pada  tahun 2023  anggaran Deputi  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan

adalah sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), namun

seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran berubah menjadi

Rp2.310.616.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu

rupiah) yang digunakan untuk mencapai 3 sasaran yang telah diperjanjikan. 

33,97 33.97

REALISASITARGET

CAPAIAN

100%

Gambar 3.26 Capaian Penilaian Mandiri RB  
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

      Selama Tahun 2023, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terus

melakukan upaya untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan penggunaan

anggaran yang efektif dan efisien. Adapun realisasi penggunaan anggaran setelah

peralihan adalah sebesar Rp2.309.906.616,00 (dua milyar tiga ratus sembilan juta

sembilan  ratus  enam  ribu  enam  ratus  enam  belas  rupiah)   atau  sebesar  99,97%. 

90% 99,97%

REALISASITARGET

CAPAIAN

111,07%

Gambar 3.27 Capaian Penyerapan Anggaran
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
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       Dari gambar diatas terlihat bahwa capaian penyerapan anggaran Deputi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, salah satu

faktor yang mempengaruhi adalah berakhirnya pandemi covid-19 sehingga

pelaksanakan kegiatan dapat berjalan lebih optimal. Jika dibandingkan antara realisasi

anggaran dan output kinerja yang tercapai seluruhnya dapat dikatakan Deputi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan telah melaksanakan anggaran yang efektif dan efisien,

yang berikutnya akan dijelaskan dalam pembahasan analisis penggunaan anggaran

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keuangan.

Target Anggaran Realisasi Angarran Capaian Kinerja

2022 2023
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Gambar 3.28 Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

90% 90%

99.97%99.60%

110,66% 111,07%

59

Jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai sesuai dengan Perdirjen

Perbendaharaan Nomor: 5/PB/2022 yaitu 90%, maka capaian kinerja terkait

penyerapan anggran adalah 111.07%.

KEGIATAN LAIN

         Dalam   melaksanakan  tugas  dan  fungsi  untuk  membantu  Sekretaris  Kabinet

menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum,

dan keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan jajarannya selalu

berupaya untuk memberikan rekomendasi yang berkualitas. Berikut beberapa

gambaran kegiatan yang menunjang terciptanya rekomendasi yang berkualitas di

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 
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Diskusi Kelompok Terpumpun Mengenai Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah

        Kedeputian  Bidang  Politik,  Hukum, dan Keamanan melaksanakan kegiatan

diskusi kelompok terpumpun mengenai “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Terhadap Pemerintah Daerah” yang dilaksanakan ke 2 tempat yaitu: 

Gambar 3.29 Diskusi Kelompok Terpumpun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 

Diskusi kelompok terpumpun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Kamis,

03 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber seperti

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah, Staf Ahli Bupati Banyumas Bidang Ekonomi dan Pembangunan,

dan Pakar dari Universitas Jenderal Soedirman.

1.

Diskusi kelompok terpumpun di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Provinsi

Bengkulu pada Jumat, 27 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa

narasumber seperti Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Guru Besar Hukum

Administrasi Negara, dan Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

2.

Gambar 3.30 Diskusi Kelompok Terpumpun di Provinsi Bengkulu 
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Peninjauan atas Rencana Pembangunan Gedung 

        Kedeputian  Bidang  Politik,  Hukum, dan Keamanan beberapa kali melaksanakan

kegiatan peninjauan terhadap permintaan pembangunan gedung diantaranya:

Gambar 3.31 Peninjauan Rencana Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peninjauan permohonan pembangunan gedung kantor imigrasi Kementerian

Hukum dan HAM pada Rabu, 7 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

1.

Pemantauan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis BKN di Kota Bengkulu  

pada Kamis, 26 Oktober 2023. 

2.

Gambar 3.32 Pemantauan Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis BKN Bengkulu



Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Hasil Kajian Dewan Ketahanan

Nasional dan Penyikapan Isu-isu Strategis Nasional
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       Kedeputian  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan melaksanakan rapat

koordinasi terbatas terkait tindak lanjut hasil kajian Dewan Ketahanan Nasional dan

penyikapan isu-isu strategis nasional pada Kamis, 12 Oktober 2023 di  Ruang Rapat

Gedug III. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional berserta tim.

Gambar 3.34 Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Hasil Kajian Dewan Ketahanan
Nasional dan Penyikapan Isu-isu Strategis Nasional

Pemantauan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan

Kuningan pada Jumat, 24 November 2023.

3.

Gambar 3.33 Pemantauan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor
Pengadilan Kuningan



Kunjungan INPUMA Universiti Malaya, Malaysia, dalam rangka

Pelaksanaan Program “Leadership, Public Policy, and Nation Building:

Lessons From Indonesia” 
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Pertemuan antara Wakil Sekretaris Kabinet dan Para Deputi dengan Wakil

Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Beserta Delegasi

        Wakil Sekretaris Kabinet bersama Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Deputi Bidang Perekonomian, serta Deputi Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan

Kebudayaan, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Legislasi Pemerintah

Republik Korea beserta delegasi pada tanggal 4 Desember 2023. Pertemuan tersebut

dilakukan guna membahas tindak lanjut kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan

Kementerian Legislasi Republik Korea (Moleg).

Gambar 3.35 Wakil Sekretaris Kabinet Bersama Jajaran Pejabat Sekretariat Kabinet
Menerima Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea

         Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Rabu, 27 September

2023 menerima kunjungan dari INPUMA (International Institute of Public Policy and

Management) yang merupakan lembaga penelitian intensif dari di Universitas Malaya

di Malaysia yang menawarkan program pascasarjana dalam kebijakan dan manajemen

publik, serta program pendidikan eksekutif. Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh  Prof.

Dr. Khadijah Md Khalid selaku Direktur INPUMA dalam rangka pelaksanaan program

“Leadership, Public Policy, and Nation Building: Lessons From Indonesia”. 
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Gambar 3.36 Kunjungan INPUMA Universiti Malaya, Malaysia

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun

2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 

           Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan pengawasan

langsung ke Kabupaten Kuningan pada Kamis, 25 Mei 2023 guna mengetahui

pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 oleh instansi pemerintah pusat dan daerah

(IPPD) khususnya dalam upaya penanggulangan kejadian karhutla di Taman Nasional

Gunung Ciremai (TNGC) yang mencapai 96,56 Ha pada 25 September 2022 lalu. 

Gambar 3.37 Pemantauan Kegiatan Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2020
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B. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

         Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian

yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, SDM dan sarana serta

prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

       Sebagaimana  telah   dijabarkan  dalam  Bab II. Perencanaan  Kinerja   terkait

anggaran bahwasanya Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Tahun

2023 memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi

kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan, penyusunan hasil pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, dan

penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat

milyar enam ratus juta rupiah), namun seiring dengan adanya kebijakan peralihan

anggaran pada bulan September 2023, jumlah anggaran menjadi Rp2.310.616.000,00

(dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). 

       Sepanjang Tahun  2023, Deputi  Bidang  Politik, Hukum, dan Keamanan  terus

melakukan upaya untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan penggunaan

anggaran yang efektif dan efisien. Adapun realisasi penggunaan anggaran setelah

peralihan adalah sebesar Rp2.309.906.616,00 (dua milyar tiga ratus sembilan juta

sembilan ratus enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan penjabaran sebagai

berikut: 

Program Teknis: Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil

Presiden

     Program Teknis dilaksanakan melalui 2 Sasaran Kegiatan yaitu “Penyusunan

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” dan “Penyusunan

Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan”. Adapun pagu anggaran setelah peralihan adalah sebesar

Rp2.294.418.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus

delapan belas ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan anggaran dan ketercapaian

output program sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran 
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KEGIATAN PAGU REVISI REALISASI
CAPAIAN OUTPUT

PROGRAM

Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

Rp1.467.792.000 Rp1.467.568.854 100%

Penyusunan Hasil Pengendalian
Penyelenggaraan Pemerintah di
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Rp826.626.000 Rp826.310.762 100%

TOTAL Rp2.294.418.000 Rp2.293.879.616 100%

Tabel 3.7 Pagu Anggaran Program Teknis
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023
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KEGIATAN PAGU REVISI REALISASI
CAPAIAN OUTPUT

PROGRAM

Penyelenggaraan Layanan
Fasilitasi Operasional dan
Layanan Tata Usaha

Rp16.198.000 Rp16.027.000 100%

TOTAL Rp16.198.000 Rp16.027.000 100%

Tabel 3.8 Pagu Anggaran Program Generik
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

Program Generik: Dukungan Manajemen

         Program      Generik     dilaksanakan      melalui      Sasaran     Kegiatan      yaitu

“Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha”. Adapun

pagu anggaran setelah peralihan adalah sebesar Rp16.198.000,00 (enam belas juta

seratus sembilan puluh depalan ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan anggaran

dan ketercapaian output program sebagai berikut:

     Merujuk pada  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwasanya salah satu variabel evaluasi

kinerja anggaran adalah efisiensi penggunaan anggaran. Adapun cara menghitung

efisiensi level satuan kerja/Eselon I adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

Analisis Efisiensitas Keuangan
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Gambar 3.38 Rumus Perhitungan Efisiensi Satuan Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021

Jika hasil  yang  didapatkan  termasuk  pada  range  tertinggi  sebesar 20% (dua puluh

persen) dan terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen) maka dapat

dikatakan penggunaan anggarannya efisien. 

67

PROGRAM

CAPAIAN
OUTPUT

PROGRAM
(COP)

ALOKASI
ANGGRAN (AA)

REALISASI
ANGGARAN (RA)

AA X COP
(AA X COP)

- RA

1 100% Rp2.294.418.000 Rp2.293.879.616 Rp2.294.418.000 Rp538.384

2 100% Rp16.198.000 Rp16.027.000 Rp16.198.000 Rp171.000

TOTAL Rp2.310.616.000 Rp2.309.906.616 Rp2.310.616.000 Rp709.384

(    ((AA x COP)-RA)/   (AA)) * 100% 0,0307%        0,03%

Tabel 3.9 Perhituangan Efisiensi Anggaran
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

        Berdasarkan rumus diatas yang diimplementasikan pada realisasi anggaran

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didapatkan nilai efisiensi sebesar 0,03%

yang artinya realisasi anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masuk

dalam kategori efisien.
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2. Sumber Daya Manusia

      Berdasarkan data sampai dengan bulan

Desember 2023 Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan didukung oleh

sumber daya manusia (SDM) sebanyak 70

(tujuh puluh) orang ASN, jika dibandingkan

dengan data tahun 2022 menurun sebanyak

2 orang, hal ini dikarenakan pada Bulan

September terjadi promosi dan mutasi

pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat

Kabinet yang mengakibatkan terjadinya  

perubahan  personel di Kedeputian Bidang

Politik,  Hukum, dan  Keamanan.  Perubahan 

tersebut mempengaruhi faktor seperti jumlah sdm, jenis kelamin, jabatan, dan tingkat

pendidikan. Namun secara general posisi jabatan Eselon IV sudah terisi penuh dan

menjadi potensi untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. 

        Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terus berupaya meningkatkan

kualitas SDM dengan mendorong pegawai untuk memperoleh beasiswa baik dalam

negeri maupun luar negeri, serta mengikuti pelatihan/seminar/sejenisnya yang dapat

meningkatkan kompetensi baik teknis (hard skills) maupun non-teknis (soft skills).

Pada Tahun 2023 tercatat 1 (satu) orang pegawai menyelesaikan pendidikan S2, 1

(satu) orang dalam proses perkuliahan, 35 (tiga puluh lima) orang mengikuti pelatihan

dan 53 (lima puluh tiga) orang mengikuti seminar/konferensi/sosialisasi.

Gambar 3.39 Perbandingan SDM
Kedeputian Bidang Polhukam Tahun

2022 dan 2023

          Selain itu, guna meningkatkan kemampuan  

analisis dan menyampaikan pendapat, Deputi

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendorong

pejabat/pegawainya untuk menyusun artikel yang

ditayangkan dalam website setkab.go.id terkait

dengan materi atau isu yang berkembang sesuai

dengan bidang yang dikuasainya, hal ini juga

sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada

masyarakat terhadap isu yang berkembang saat

ini. Selama tahun 2023 tercatat sebanyak 24

artikel yang telah tayang.
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3. Sarana dan Prasarana

      Kebutuhan sarana dan prasarana

yang baik merupakan salah satu

penunjang pekerjaan, hal tersebut dapat

dianalisis berdasarkan data kuantitas aset

di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan, khususnya jumlah komputer

serta peralatan penunjangnya.   

Berdasarkan data jumlah aset per 31

Desember 2023 terdapat 75 Unit

komputer, 5 unit laptop, dan 73 unit printer

yang ada di lingkungan Kedeputian

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

dimana secara umum dalam kondisi baik.  
Gambar 3.40 Sarana dan Prasarana di

lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam

        Di  samping  itu,  tata  ruang  kantor  telah diatur  dengan  sebaik  mungkin

berdasarkan prinsip penataan layout yang efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai

yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang lebih terbuka guna meningkatkan

kinerja pegawai.

Gambar 3.41 Tata Ruang Kantor di Lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam



BAB IV 
PENUTUPAN



A. KESIMPULAN 

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

         Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023

menerangkan pencapaian Deputi Bidang Polhukam terhadap target sasaran kinerja

yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Secara

keseluruhan capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam masuk dalam kategori

Memuaskan yakni sebesar 103,99%, dengan target yang ditetapkan di tahun 2023

sebesar 96%. 

70

      Secara  lebih  terinci  perolehan   sasaran   pertama   dan   kedua   terkait

Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden berupa rekomendasi

kebijakan sebesar 104.17% dengan jumlah output 272 rekomendasi yang seluruhnya

telah dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh Presiden dan Menteri/Kepala Lembaga

dan sasaran ketiga sebesar 103,76% berupa dukungan manajemen terhadap

pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

   Dari sisi anggaran, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah

merealisasikan anggaran sebesar Rp2.309.906.616,00 (dua milyar tiga ratus sembilan

juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam belas rupiah) atau 99,97% dari

keseluruhan target anggaran setelah revisi APBN sebesar Rp2.310.616.000,00 (dua

milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan masuk dalam

kategori efisien dengan nilai efisiensi yang didapatkan sebesar 0,03%.

     Guna mempertahankan bahkan meningkatkan  pelaksanaan tugas dan fungsi

Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan ditahun yang akan datang, ada beberapa

langkah perbaikan kinerja yang dilaksanakan, diantaranya adalah:

menyusun perencanaan kerja yang matang di awal tahun;

terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja

Kementerian/Lembaga;

meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para pejabat/pegawai

di lingkungan Kedeputian Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan dalam berbagai

kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum

lainnya secara merata sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

memantau dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar

secara berkelanjutan. 

a.

b.

c.

d.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2023

LAMPIRAN
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Realisasi Anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
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 Capaian Rencana Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
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Peserta Pelatihan di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
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Peserta Seminar/Konferensi/Sosialisasi 

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
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Artikel Kedeputian Bidang Polhukam pada Website Setkab



FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA 

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2023
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